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Perjanjian pembisyaso konsumen metupalsen perjanjian yang timbul
dalam prakeck burdasirkan kebutuhan aasyarakat akan adasya svatv pesjan jian
yang dianggap aman bagi para pibak, yaitu pelaku usabha dapat membernkan
barang untuk dipakai oleh konsumen, tanpa mengathkso hak kepemilikan ataa
barang obyek pembiayasn konsumen kepada konsumen, sampai dengan barga
sewa (angswran) dibayar Jumas. I embaga pembiayaan konsumen merupakan
lembags yang diatr dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan,

Tujusn peneliian dalam sknipsi ini adalabh untuk mecngetahui dan
memaham tentang perjapjian baku dalam prakiek pembiayaan konsumen
kendaraan bermotor dan asas-asas hukwn yang memberikan pembevaran dalam
praldek pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen, untuk mengetahui dan
memahami puiindwgan boosumen dalam hal adenya klausula cksonerasi dalam
perjanjian perobiayaan konsumen serta akibat bukum terbadap para pihak
dihubungian dengan UUPK (Undang-Undang Perlindungzn Konswumen), dan
untek mengetahm dan memahami dagainana tanggung jawab pelaku usaha dalam
pefjanjian pembidyaan konsumen kendaraan bermosor jilea berang kendaraan
bamotor yang merapakan obyek perjanjian musnah karena ovemacht.

Berdasarkan basil peneliian dikedabui bahwa pefjanjian pembiayaan
konsumen kendaraan bermotor berbestuk perjagjian baku dan mcrupakan bentuk
perjanjian jual beli dengan cicilan, schingyga pCOREUNAAN nama perjan jian tidak
sezuai dengan apayang scharusya distur dalam petjan jian pembiayaan konsurnen
kerena secma substansial perjan jian pembiayaan konsumeu kendaraan becmotor
lehih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atzu angsoan danpsda dengan
perjanjian pembisyaan koasumen yang sebenarpya menuruthukum

Pelaku usaha sebagai pikek yang membuat perjanjian menggunsimin
kisusulaklmisala baku yang ocnderwog melepaskao, mengeaiibkan atau
mengurangi tanggung jawebnya yang menurut hukvm positif, yaitu UUPK,
seharusnys menjadi Gmgguog jawabrya Belum dilakukan penyesuzian darni is)
petjanjian dengan ketenupn Pasal 18 ayat (4) UUPK, sehingpa secars umoum, bak-
hak konsumea masib belum dilindungi karena pelaku usaha mementingkan
wpehinya patindungan bagl pihakmya terhadap cesiko yang mungiin akan
dihadapirya. Pelaku usaba dapat mengalibkan tangpmg jawabaya dan
kemungkinan terjadinya resiko kepada pihak asurunsi, tetapi tidak membebaskan
®aggung jawabnya budasarkan bontrak atau perjanjian yang tunduk pada
ketentvan-ketentuan dalam KUHPerdata.
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